
 
 

Stratēgo: Jurnal Manajemen Modern                                                                         

https://journalversa.com/s/index.php/jmm     
  
                   

1 

Vol. 7, No. 1 

Januari 2025 

 

PERAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM REFORMASI BIROKRASI DI 

SEKTOR PUBLIK 
 

Jaliludin Muslim1 

jaliludin@uinsgd.ac.id1 

Agnes Tri Ningtiyas2 

agnestriningtiyas81@gmail.com2 

Allifa Nurazizah3 

 allifanurazizah39@gmail.com3 

Amalia Ayu Fauziah4 

amaliaayufz@gmail.com5 

Elis Nur  Saadah5 

nursaadah314@gmail.com5 

1,2,3,4,5UIN Sunan Gunung Djati Bandung 

  

  

ABSTRACT  

Bureaucratic reform in the public sector is a strategic effort to improve efficiency, transparency, 
and accountability in the implementation of government. This study aims to analyze the role 
of information technology in supporting the success of bureaucratic reform in the public sector. 
The research method used is a qualitative-descriptive approach, with data collection through 
literature studies and analysis of relevant policy documents. The results of the study indicate 
that the application of information technology, such as e-government systems, big data, and 
digital-based public service applications, can accelerate the administrative process, reduce the 
potential for corruption, and improve the quality of service to the community. However, the 
implementation of this technology faces challenges, including the readiness of human 
resources, uneven technological infrastructure, and resistance to change. Information 
technology plays an important role as a catalyst in bureaucratic reform, but its effectiveness 
requires strong policy support, increased human resource capacity, and proper change 
management. This study contributes to the government and stakeholders in designing a more 
effective information technology implementation strategy in bureaucratic reform efforts in the 
public sector 

Keywords: E-Government, Public Services, Bureaucratic Reform, Public Sector, Information 
Technology.  

 
  

ABSTRAK   

Reformasi birokrasi di sektor publik merupakan upaya strategis untuk meningkatkan 

efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran teknologi informasi dalam 

mendukung keberhasilan reformasi birokrasi di sektor publik. Metode penelitian 

yang digunakan adalah pendekatan kualitatif-deskriptif, dengan pengumpulan data 

melalui studi literatur dan analisis dokumen kebijakan yang relevan.Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa penerapan teknologi informasi, seperti sistem e-government, 

big data, dan aplikasi layanan publik berbasis digital, mampu mempercepat proses 

administrasi, mengurangi potensi korupsi, serta meningkatkan kualitas pelayanan 

kepada masyarakat. Namun, implementasi teknologi ini menghadapi tantangan, 

termasuk kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi yang belum merata, 

serta resistensi terhadap perubahan.Bahwa teknologi informasi memainkan peran 

penting sebagai katalisator dalam reformasi birokrasi, tetapi efektivitasnya 

memerlukan dukungan kebijakan yang kuat, peningkatan kapasitas sumber daya 

manusia, serta pengelolaan perubahan yang tepat. Penelitian ini memberikan 

kontribusi bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk merancang strategi 

implementasi teknologi informasi yang lebih efektif dalam upaya reformasi birokrasi 

di sektor publik.    

Kata Kunci: E-Government, Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi, Sektor Publik, 

Teknologi Informasi.  

 

PENDAHULUAN  

Reformasi birokrasi di sektor publik 

telah menjadi isu strategis di berbagai negara, 

termasuk Indonesia, dalam rangka 

meningkatkan efisiensi, transparansi, dan 

akuntabilitas pelayanan publik. Dalam 

konteks ini, peran teknologi informasi (TI) 

semakin vital sebagai katalisator perubahan. 

Penerapan TI memungkinkan proses 

administratif yang lebih cepat, pengurangan 

biaya operasional, serta penghapusan 

berbagai hambatan birokratis yang sering kali 

menghambat pelayanan kepada masyarakat 

(Dwiyanto,2021).  

Di era globalisasi dan perkembangan 

teknologi yang pesat, sektor publik 

menghadapi tantangan besar untuk 

meningkatkan efisiensi, transparansi, dan 

akuntabilitas dalam penyelenggaraan 

pemerintahan. Salah satu solusi yang kini 

menjadi perhatian utama adalah pemanfaatan 

teknologi informasi (TI) dalam reformasi 

birokrasi. Informasi teknologi memiliki 

potensi besar untuk mengubah cara kerja 

administratif, mempercepat proses 

administrasi, dan mendukung pengambilan 

keputusan yang berbasis data (Haning,2018). 

Namun penerapan teknologi informasi 

dalam sektor publik sering kali menghadapi 

berbagai kendala. Infrastruktur teknologi 

yang belum merata, rendahnya literasi digital 

di kalangan aparatur negara, serta resistensi 

terhadap perubahan merupakan sebagian dari 

tantangan utama yang menghambat 

optimalisasi birokrasi berbasis teknologi. 

Selain itu, masih banyak organisasi publik 

yang belum sepenuhnya mengintegrasikan 

teknologi informasi ke dalam sistem kerja 

mereka, sehingga pelayanan publik tetap 

lambat, tidak efisien, dan kurang responsif 

terhadap kebutuhan masyarakat 

(Aprianto,2021). 

Reformasi birokrasi yang didukung 

oleh teknologi informasi tidak hanya menjadi 

kebutuhan, tetapi juga tuntutan dari 
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masyarakat yang semakin melek teknologi. 

Pemerintah dituntut untuk mengadopsi sistem 

elektronik seperti e-Government, e-

budgeting, dan e-procurement untuk 

menciptakan tata kelola pemerintahan yang 

lebih baik (Budiman,2017). Oleh karena itu, 

penting untuk mengidentifikasi peran 

informasi teknologi secara lebih mendalam 

dalam proses reformasi birokrasi guna 

menjawab tantangan-tantangan tersebut dan 

memastikan terciptanya pelayanan publik 

yang berkualitas (Holidin et all,2017).  

Birokrasi sektor publik sering kali 

dikritik karena inefisiensi, korupsi, dan 

kurangnya transparansi. Berdasarkan laporan 

World Bank (2022), kelemahan dalam tata 

kelola birokrasi dapat menyebabkan kerugian 

ekonomi dan menurunkan kepercayaan 

publik terhadap pemerintah. Di sisi lain, 

perkembangan teknologi informasi yang 

pesat memberikan peluang besar untuk 

melakukan transformasi sistem birokrasi 

yang lebih modern. Digitalisasi, big data, dan 

teknologi berbasis kecerdasan buatan kini 

dapat dimanfaatkan untuk mengotomatisasi 

layanan publik, memantau kinerja, serta 

mendukung pengambilan keputusan berbasis 

data (Lestari,2019).   

Namun, penerapan teknologi informasi 

dalam reformasi birokrasi tidak tanpa 

tantangan. Hambatan seperti resistensi 

terhadap perubahan, keterbatasan anggaran, 

serta disparitas akses teknologi di berbagai 

wilayah menjadi faktor penghambat utama. 

Oleh karena itu, diperlukan strategi 

implementasi TI yang terencana dan 

terintegrasi untuk memastikan keberhasilan 

reformasi birokrasi di sektor publik.   

Teori inovasi disruptif yang 

diperkenalkan oleh Clayton Christensen 

dalam bukunya The Innovator's Dilemma 

(1997) menjelaskan bagaimana inovasi baru 

dapat mengganggu atau bahkan 

menggantikan sistem atau model bisnis yang 

sudah ada. Christensen mendefinisikan 

inovasi disruptif sebagai inovasi yang 

awalnya tampak kurang menarik atau tidak 

relevan bagi pasar utama karena melayani 

segmen kecil atau kebutuhan yang belum 

terpenuhi, tetapi seiring waktu berkembang 

menjadi kekuatan yang menggeser model 

atau sistem tradisional (Murtadho,2024). 

Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis peran teknologi informasi 

dalam mempercepat reformasi birokrasi di 

sektor publik.Serta mengidentifikasi manfaat 

dan tantangan penerapan teknologi informasi 

dalam reformasi birokrasi.Dan memberikan 

rekomendasi strategis untuk optimalisasi 

teknologi informasi dalam mendukung 

transformasi sektor publik (Rahadi,2017). 

Melalui pembahasan ini, diharapkan 

dapat memberikan pandangan yang 

komprehensif mengenai pentingnya integrasi 

teknologi informasi dalam reformasi 

birokrasi, sehingga dapat meningkatkan 

kualitas pelayanan publik dan kepercayaan 

masyarakat terhadap pemerintah 

METODE PENELITIAN  

Pendekatan kualitatif-deskriptif adalah 

metode penelitian yang bertujuan untuk 

memahami fenomena secara mendalam dan 

memberikan gambaran sistematis mengenai 

suatu isu atau masalah. Dalam konteks ini, 

fokus penelitian adalah menganalisis peran 

teknologi informasi dalam reformasi 

birokrasi di sektor publik. (Kusumastuti & 

Khoiron 2019). 

Metode pengumpulan data 

menggunakan studi literatur yang mengkaji 

literatur yang relevan, seperti artikel jurnal, 

buku, laporan penelitian, dan tulisan 

akademik terkait teknologi informasi dan 

reformasi birokrasi.Serta literatur digunakan 

untuk memahami konsep, teori, dan 

pengalaman yang sudah diterapkan di 

berbagai negara atau organisasi 

publik.Analisis dokumen kebijakan Sumber 

dokumen-dokumen resmi pemerintah seperti 

undang-undang, peraturan, kebijakan, dan 

laporan evaluasi.Laporan pelaksanaan 

program berbasis teknologi informasi, seperti 
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e-government, e-budgeting, dan e-

service.Tujuan analisis untuk memahami 

tujuan, strategi, dan implementasi kebijakan 

terkait penerapan teknologi 

informasi.Mengidentifikasi dampak 

kebijakan terhadap reformasi 

birokrasi.Teknik analisis data menggunakan 

analisis isi (content analysis) dengan 

membaca dan mengkategorikan informasi 

yang relevan dari literatur dan dokumen 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Peran Teknologi Informasi dalam 

Reformasi Birokrasi di Sektor Publik 

Penggunaan teknologi informasi (TI) 

dalam reformasi birokrasi di sektor publik 

telah memberikan dampak signifikan 

terhadap peningkatan efisiensi, transparansi, 

dan akuntabilitas pelayanan publik (Wardana 

& Meiwanda 2017). Berdasarkan studi dan 

implementasi yang dilakukan di berbagai 

instansi pemerintahan, ditemukan beberapa 

hasil utama:   

1. Peningkatan Efisiensi Proses 

Administrasi  

Penggunaan sistem TI seperti e-

government, e-budgeting, dan e-

procurement telah mempersingkat 

waktu pemrosesan dokumen dan 

pengambilan keputusan. Contohnya, 

penerapan sistem e-KTP di Indonesia 

memungkinkan proses pencatatan data 

kependudukan yang lebih cepat dan 

terintegrasi.   

2. Transparansi yang Lebih Baik 

Teknologi memungkinkan publik untuk 

mengakses informasi secara langsung 

melalui portal pemerintah. Sistem 

seperti LAPOR! (Layanan Aspirasi dan 

Pengaduan Online Rakyat) di Indonesia 

meningkatkan transparansi dengan 

memberikan akses kepada masyarakat 

untuk menyampaikan keluhan dan 

memantau tanggapannya.   

3. Pengurangan Praktik Korupsi 

Sistem TI mengurangi interaksi 

langsung antara pegawai dan 

masyarakat dalam pengurusan 

dokumen, sehingga peluang terjadinya 

korupsi dapat ditekan. Misalnya, 

penerapan e-procurement mengurangi 

risiko penyelewengan dana dalam 

pengadaan barang dan jasa.   

4. Peningkatan Akuntabilitas Pegawai  

Dengan sistem pemantauan berbasis TI, 

kinerja pegawai dapat diukur lebih 

objektif. Sistem absensi berbasis 

biometrik dan pelaporan otomatis 

menjadi alat untuk memantau kehadiran 

dan kontribusi pegawai.   

5. Meningkatkan Pelayanan Publik 

TI memungkinkan layanan publik 

menjadi lebih cepat, mudah diakses, dan 

responsif terhadap kebutuhan 

masyarakat. Aplikasi berbasis web atau 

mobile memberi akses kepada 

masyarakat untuk mengajukan 

permohonan atau keluhan kapan saja.   

a. Contoh: LAPOR! (Layanan 

Aspirasi dan Pengaduan Online 

Rakyat) di Indonesia, yang 

mempermudah masyarakat 

menyampaikan aspirasi kepada 

pemerintah.   

6. Integrasi dan Interoperabilitas Data 

Sistem TI memungkinkan berbagai 

instansi pemerintah untuk berbagi dan 

mengintegrasikan data secara nasional. 

Ini mendukung pengambilan keputusan 

berbasis data yang lebih tepat dan 

efisien.   

a. Contoh: Integrasi data pajak dan 

data kependudukan untuk 

mengoptimalkan pendapatan 

negara.   

7. Penguatan Manajemen Kinerja 

Aparatur Sipil Negara (ASN)   

TI memungkinkan pemantauan kinerja 

pegawai secara real-time melalui sistem 

absensi digital, pelaporan online, dan 

aplikasi evaluasi kinerja berbasis 

indikator.   

8. Mendukung Partisipasi Publik 

Platform digital memberikan ruang bagi 
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masyarakat untuk berpartisipasi dalam 

proses pemerintahan, seperti 

memberikan masukan terhadap 

kebijakan publik atau memantau 

implementasi program pemerintah.   

Teknologi informasi adalah pilar utama 

dalam reformasi birokrasi yang bertujuan 

menciptakan pemerintahan yang lebih 

adaptif, transparan, dan responsif. Dengan 

implementasi yang tepat dan inklusif, TI 

dapat mendorong terciptanya birokrasi 

modern yang berorientasi pada pelayanan 

publik dan pengelolaan sumber daya yang 

lebih baik. Tantangan seperti kesenjangan 

digital, resistensi terhadap perubahan, dan 

keamanan data harus ditangani untuk 

memastikan manfaat teknologi dapat 

dirasakan secara merata (Wibowo & Kertati 

2022). 

Teknologi informasi telah menjadi 

katalisator utama dalam reformasi birokrasi, 

terutama di era digital. Namun, terdapat 

tantangan yang perlu diperhatikan:   

1. Kesiapan Infrastruktur dan SDM 

Implementasi teknologi membutuhkan 

infrastruktur yang memadai dan tenaga 

kerja yang terlatih. Di daerah terpencil, 

keterbatasan akses internet dan 

kompetensi digital menjadi hambatan.   

2. Resistensi terhadap Perubahan 

Sebagian pegawai masih enggan 

beradaptasi dengan sistem baru karena 

kebiasaan lama atau ketakutan 

kehilangan otoritas. Pelatihan dan 

sosialisasi intensif diperlukan untuk 

mengatasi resistensi ini.   

3. Keamanan Data dan Privasi 

Peningkatan penggunaan TI membuka 

risiko kebocoran data dan serangan 

siber. Oleh karena itu, pemerintah harus 

memastikan keamanan sistem dengan 

menggunakan teknologi enkripsi dan 

protokol keamanan terkini.   

4. Kesenjangan Digital 

Ketimpangan akses teknologi antara 

wilayah perkotaan dan pedesaan dapat 

menyebabkan ketidakmerataan manfaat 

reformasi birokrasi. Perlu ada upaya 

lebih untuk memperluas akses internet 

dan infrastruktur teknologi.   

Teknologi informasi memiliki peran 

yang krusial dalam reformasi birokrasi, 

terutama dalam meningkatkan kualitas 

pelayanan publik. Meski terdapat tantangan, 

manfaat yang ditawarkan TI jauh lebih besar, 

terutama jika pemerintah mampu mengelola 

implementasi secara strategis dan inklusif 

(Yusriadi,2017).Dengan perencanaan yang 

matang dan pengelolaan risiko yang baik, 

teknologi dapat menjadi fondasi utama bagi 

terciptanya birokrasi yang lebih transparan, 

akuntabel, dan efisien 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Teknologi informasi (TI) memainkan 

peran strategis dalam mendukung reformasi 

birokrasi di sektor publik. Penggunaan TI 

telah terbukti meningkatkan efisiensi proses 

administrasi, mempercepat pelayanan publik, 

serta mendorong transparansi dan 

akuntabilitas. Sistem berbasis TI seperti e-

government, e-budgeting, dan e-procurement 

memberikan solusi yang efektif untuk 

mengurangi praktik korupsi dan 

meningkatkan kualitas pengambilan 

keputusan melalui pengelolaan data yang 

terintegrasi.   

Namun, implementasi TI dalam 

reformasi birokrasi juga menghadapi 

tantangan, seperti kesenjangan digital, 

keterbatasan infrastruktur, resistensi 

perubahan, dan risiko keamanan data. Untuk 

mengoptimalkan peran TI, diperlukan 

investasi yang berkelanjutan dalam 

pembangunan infrastruktur, pelatihan sumber 

daya manusia, serta penguatan regulasi terkait 

keamanan data dan privasi.   
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Dengan perencanaan yang matang dan 

pengelolaan yang inklusif, TI dapat menjadi 

katalisator utama dalam menciptakan 

birokrasi modern yang responsif, transparan, 

dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. 

Hal ini akan mendorong terciptanya 

pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan 

dipercaya oleh publik 
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